
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PASURUAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 158 TAHUN 2021 

TENTANG 

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 

KABUPATEN PASURUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 
Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka 
perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan 
U saha Mikro Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan 
Bupati; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);











e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang

keuangan; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga 

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan 

Pasal 7 

(1) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

proses penyuluhan pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran

dasar serta pembubaran koperasi, pemberdayaan dan pengembangan

standarisasi organisasi dan tata laksana koperasi, fasilitasi advokasi dan

hukum serta melakukan pengawasan koperasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis dalam pembangunan dan 

pengembangan kelembagaan koperasi;

b. pelaksanaan penyuluhan perkoperasian;

c. pelaksanaan pelayanan proses pembentukan, pendirian dan

peru bahan anggaran dasar koperasi, pem bu baran koperasi, izm

usaha simpan pinjam dan izin pembukaan kantor cabang koperasi;

d. pelaksanaan pengembangan organisasi dan tatalaksana koperasi;

e. pelaksanaan pengawasan, akuntabilitas, penindakan dan

kepatuhan, advokasi dan konsultasi hukum serta fasilitasi

penyelesaian permasalahan perkoperasian;

f. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pernbuatan laporan

tahunan koperasi;

g. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap 

pelaksanaan kegiatan; 

1. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

J. pelaksanaan koordinasi baik dengan bidang lainrnaupun lintas

instansi terkait;dan

k. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat 

Bidang U saha Koperasi 

Pasal 8 

( 1) Bidang U saha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat ( 1)

huruf c mernpunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelatihan

pengembangan usaha koperasi, pengembangan jaringan kerjasama

koperasi dan menyusun strategi pemetaan pengembangan usaha

koperasi.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang U saha Koperasi mempunyai fungsi:

a. penyusunan konsep program kerja bidang usaba koperasi untuk

acuan pelaksanaan tugas;

b. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis tentang bimbingan

usaha koperasi;

c. penyiapan rencana dan program bimbingan usaha koperasi;

d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah,

kegiatan dan bimbingan usaha koperasi;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian terbadap 

pelaksanaan kegiatan; 

f. penyusunan laporan basil pelaksanaan kegiatan;

g. pelaksanaan koordinasi baik dengan bidang lain maupun lintas

instansi terkait; dan

b. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleb Kepala Dinas.

Bagian Kelima 

Bidang U saha Mikro  
Pasal 9 

(1) Bidang Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)

buruf d mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan,

pemberdayaan usaha mikro, fasilitasi jaringan pemasaran, fasilitasi Izin

Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan pengembangan skala usaha mikro

menjadi usaba kecil.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang U saha Mikro mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian, pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;

b. fasilitasi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;

c. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pemberdayaan usaba mikro;

d. fasilitasi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);

e. pengkoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi

peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;

f. pengkoordinasian pengem bangan kewirausahaan;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian terbadap 

pelaksanaan kegiatan;

b. penyusunan laporan basil pelaksanaan kegiatan;

1. pelaksanaan koordinasi baik dengan bidang lain maupun lintas

instansi terkait;dan

j. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleb Kepala Dinas.



Bagian Keenam 

Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan 

Pasal 10 

(1) Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

ayat ( 1) huruf e mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan fasilitasi

permodalan, pengembangan usaha simpan pinjam pola konvensional

dan syariah, penilaian kesehatan koperasi dan bimbingan akuntansi

bagi koperasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan konsep program kerja Bidang fasilitasi pembiayaan

untuk acuan pelaksanaan tugas;

b. penyiapan rencana program dan bahan perumusan dan penjabaran

kebijakan teknis serta pemberian bimbingan dibidang fasilitasi

simpan pinjam;

c. penyiapan rencana program dan bahan perumusan dan penjabaran

kebijakan teknis serta pemberian bimbingan dibidang permodalan

dan jasa keuangan;

d. penyiapan rencana program dan bahan perumusan dan penjabaran

kebijakan teknis serta pemberian bimbingan dibidang pembiayaan;

e. pelaksanaan pemantauan pengelolaan dana koperasi;

f. pelaksanaan penilaian kesehatan bagi koperasi;

g. pelaksanaan koordinasi baik dengan bidang lainnya maupun lintas

instansi terkait;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap 

pelaksanaan kegiatan; 

1. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan

J. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV 

UPT 

Pasal 11 

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ditetapkan dalam 

Peraturan Bupati tersendiri. 

BABV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 12 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang - undangan. 







Pasal 17 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Pasuruan 
Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten 
Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan 
pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 19 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pasuruan. 

Diundangkan di Pasuruan 
Pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH, 

              ttd.

Ditetapkan di Pasuruan 
Pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI PASURUAN,

    ttd.

M. IRSY AD YUSUF

ANANG SAIFUL WIJAYA 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 158 

Telah diteliti 

Pejabat 

Sekretaris Daerah 

Asisten Pemerintah dan Kesra 

Kepala Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

Kabag. Hukum Setda 

Kabag. Organisasi Setda 

Sekretaris Dinas Koperasi dan 
UsahaMikro 



I 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 

TANGGAL 

STRUKTUR ORGANISASI 

2021 

2021 

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PASURUAN 

DINAS KOPERASI DAN USAHA 

MIKRO 

I SEKRETARIAT 

I 
�----------------------, 

I I 

KELOMPOK JABATAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB KOORDINATOR DAN 

FUNG IONAL UMUMDAN l<EUANGAN KELOMPOK JABATAN 

KEPEGAWAIAN 
FUNGSIONAL 

I I 

I I I 
BIDANG BIDANG USAHA BIDANG 

BIDANGKELEMBAGAAN 
USAHA KOPERASI MIKRO FASILITASI DAN 

DAN PENGAWASAN 
PEMBIAYAAN 

I 

I I 

I I I 

I I I I 

SUB KOORDINATOR SUB KOORDINATOR SUB KOORDINATOR SUB KOORDINATOR 

DAN KELOMPOK DAN KELOMPOK DAN KELOMPOK DAN KELOMPOK 

JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I I I I I I I r I I I 

UPT 

BUPATI PASURUAN,

 ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Telah diteliti 

Pejabat Tanggal Par 

Sekretaris Daerah 

Asisten Pemerintah dan Kesra 

Kepala Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 

Kabag. Hukum. Setda 

Kabag. Organisasi Setda 

Sekretaris Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro 




